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PUTUSAN
Nomor 0294/Pdt.G/2022/PA.Gs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gresik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu
pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan
putusan dalam perkara “Cerai Talak” antara:

Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan Karyawan
Swasta, tempat tinggal di Kec. Menganti, , dalam hal ini memberi
kuasa kepada Muhammad Salim, SH., MH dan Agus Gatot, SH.,
MH, Advokad/ Pengacara, berkantorl di Ruko Centra Land Blok
B-46, Kota Baru Driyorejo, Gresik, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 20 Januari 2022 selanjutnya disebut sebagai "Pemohon”

melawan

Tergugat, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan , pekerjaan lbu Rumah
Tangga, tempat tinggal di Kec. Menganti Gresik , selanjutnya disebut
sebagai "Termohon™

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;
Setelah menilai seluruh alat bukti di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 31

Januari 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gresik, dengan

Nomor 0294/Pdt.G/2022/PA.Gs, tertanggal 31 Januari 2022, telah

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 Mei 1992 telah dilangsungkan perkawinan antara
Pemohon dengan Termohon, perkawinan dilaksanakan menurut hukum
sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam dan telah dicatatkan di Kantor
Urusan Agama (KUA) Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan
sebagaimana bukti Kutipan Akte Nikah Nomor: 43/05/V/1992 tanggal 27

Mei 1992, pada saat perkawinan dilaksanakan status Pemohon adalah
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Perjaka dan Termohon masih Perawan;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon menempati rumah
sebagai tempat tinggal bersama yang terletak di Taman Siwalan Indah Blok
H-02 RT 005 RW. 008 Desa Kepatihan, Kecamatan Menganti, Kabupaten
Gresik;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Pemohon dan Termohon sudah
melakukan hubungan suami istri (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 4 (
Empat ) orang anak, yang bernama :

1) Agnes Vionaneva Wijasa, Perempuan, lahir pada tanggal 21 April 1992,
umur 30 tahun;

2) Brilliant Cavinson Wijasa, Laki-laki, lahir pada tanggal 28 September
1995, umur 27 tahun;

3) Gabriela Wijasa, Laki-laki, lahir pada tanggal 01 Maret 1997, umur 25
tahun;

4) Jordan Wijasa, Laki-laki, lahir pada tanggal 02 April 1999, umur 23
tahun;

4. Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Pemohon dan Termohon
berjalan harmonis, rukun tentram, bahagia sempai dengan lahimya anak
yang ke-4 Jordan Wijasa pada tahun 1999, selama mengarungi bahtera
rumah tangga memang ada perselisihan dan pertengkaran akan tetapi
masih bisah diatasi, namun kemudian pertengkaran terjadi semakin sering
dan terus menerus, dan puncaknya adalah tahun 2016, pertengkaran yang
terus menerus tersebut terjadi disebabkan karena:

4.1 Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan sudah
berani melawan kepada Pemohon sebagi suami dan kepala keluarga;

4.2 Bahwa Termohon tidak terbuka dalam hal penggunaan keuangan, tidak
ada kejujuran dalam melakukan tindakan maupun perbuatan, sudah
tidak bisa lagi dibina menjadi istri yang baik;

4.3 Bahwa Termohon telah mengingkari janji pemikahan yang mana diduga
telah melakukan perzinahan dengan Norman Arif ( Suami dari ibu
Ngatinah ) yang perkaranya sekarang masih diproses di Polrestabes
Surabaya dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor :
STTLP / B /1025 / XI / RES.1.24. / 2020 / JATIM / POLRESTABES
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SURABAYA tan ggal 07 November 2020;

4.4 Bahwa Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada lagi
kecocokan, Pemohonpun telah pisah ranjang mulai tahun 2016 s/d
sekarang, walaupun dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan
Termohon sudah tidak ada kecocokan dan sering terjadi pertengkaran
pemohon masih memberikan nafkah Lahir kepada Termohon,
pemberian nafkah dilakukan dengan cara transfer uang kerekening
Termohon, Pemohon juga memberikan uang kontan / cash setiap bulan
sesuai kemampuan Pemohon;

5. Bahwa dengan adanya penyebab pertengkaran yang terus-menerus
tersebut, Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
melalui jalan musyawarah, mengingatkan dan membina Termohon secara
baik-baik dengan melibatkan mediator dari pihak keluarga, namun usaha
tersebut tidak berhasil, Pemohon menyadari ikatan perkawinan antara
Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina
untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa
rahmah sebagaimana maksud tujuan dari suatu perkawinan;

6. Bahwa maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan
oleh Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "
Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang
wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah
tanggayang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ".

7. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon
atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin
hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal
19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum sudah sepatutnya
menyatakan permohonan cerai talak dari Pemohon ini untuk dikabulkan;

8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang
Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah olen Undang-undang No. 3 Tahun 2006
tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal
22 Oktober 2002 memerintahkan panitera Pengadilan Agama Gresik untuk
mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum
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tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Pemohon dan

Termohon dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan
Termohon untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

9. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Gresik Cg. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini
berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan
sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Penggugat. Alm) untuk menjatuhkan
talak satu Ba'in Shugra terhadap Termohon (Tergugat. Alm) di depan sidang
Pengadilan Agama Gresik setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
(incracht);

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gresik untuk
mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama
yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kantor
Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilangsungkan
untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

Subsidair :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir
dipersidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun ia telah dipanggil
secara sah dan patut serta tidak ada orang lain yang hadir sebagai wakinya,
dan ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan alasan yang sah
menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan maka proses
mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena
ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam

setiap persidangan telah memberikan nasehat kepada Pemohon untuk rukun
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kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam
persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan
oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka
Termohon tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan
maksud permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa meskipun Termohon tidak hadir di muka persidangan, namun
suatu permohonan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan
hukum dan beralasan, sehingga kepada Pemohon dibebankan wajib
pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon di persidangan
telah mengajukan bukti berupa:

A. SURAT:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Nomor: 3525130609680012, yang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah
diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);

2. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 3525130911089030, tanggal 02 Februar
2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Gresik, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan
telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Majelis diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: 43/05/V/1992, tanggal 27 Mei 1992,
yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Uusan Agama (KUA) Kecamatan
Rejoso Kabupaten Pasuruan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua
Maijelis diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, Nomor:
STTLP/126/XI/RES.1.24/2020/JATIM/POLRESTABES SURABAYA, tanggal
07 November 2020, yang dikeluarkan oleh KA SPKT POLRESTABES
Surabaya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah
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dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis

diberi tanda (P.4);
B. SAKSI:

1 . Guntur Roy Saputra bin Alex Barakaw, umur 36 tahun, agama Islam,

pekerjaan swasta, alamat di Jl. Nanas RT. 010 RW. 003 Desa Geluran,

Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, memberikan keterangan di bawah

sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah Teman Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan
menceraikan Termohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami
isteri, dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka
selalu diwamai perselisihan dan pertengkaran, penyebanya saksi tidak
tahu;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan
Termohon, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama 5 tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah
memberi nafkah kepada Termohon, dan tidak pernah saling
mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
namun tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

2 . Arifiyanto bin Hasyim Haryanto, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan
swasta, alamat di RT. 006 RW. 006 Desa Bandung Rejo, Kecamatan
Mranggen, Kabupaten Demak, memberikan keterangan di bawah sumpah
sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi
adalah teman Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon menghadap ke persidangan akan

menceraikan Termohon;
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Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami

isteri, dan sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering

terjadi perselisihan dan pertengkaran, penyebanya saksi tidak tahu;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran Pemohon dan Termohon,
kemudian mereka berpisah tempattinggal selama 5 tahun;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah saling mengunjungi;

- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon,
tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan
mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Pemohon memberikan kesimpulan yang pada
pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk
berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang
dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara
a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan
Termohon pada tanggal 27 Mei 1992, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor
43/05/V/1992 tanggal 27 Mei 1992, dan perkawinan tersebut hingga saat ini
belum pernah putus, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing
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untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan
cara menasihati Pemohon agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara sah dan patut
untuk hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Termohon tidak
hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang
mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan
dalam Pasal 130 HIR. junctis Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
junctis Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa
rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

1. Bahwa Termohon sudah tidak lagi menghargai Pemohon dan sudah berani
melawan kepada Pemohon sebagi suami dan kepala keluarga;

2. Bahwa Termohon tidak terbuka dalam hal penggunaan keuangan, tidak ada
kejujuran dalam melakukan tindakan maupun perbuatan, sudah tidak bisa
lagi dibina menjadi istri yang baik;

3. Bahwa Termohon telah mengingkari janji pemikahan yang mana diduga
telah melakukan perzinahan dengan Norman Arif ( Suami dari ibu Ngatinah
) yang perkaranya sekarang masih diproses di Polrestabes Surabaya
dengan bukti Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STTLP / B / 1025
/ XI'/ RES.1.24. / 2020 / JATIM / POLRESTABES SURABAYA tanggal 07
November 2020;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon merasa sudah tidak ada lagi kecocokan,
Pemohonpun telah pisah ranjang mulai tahun 2016 s/d sekarang, walaupun
dalam kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada
kecocokan dan sering terjadi pertengkaran pemohon masih memberikan
nafkah Lahir kepada Termohon, pemberian nafkah dilakukan dengan
cara transfer uang kerekening Termohon, Pemohon juga memberikan uang
kontan / cash setiap bulan sesuai kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak pemah datang menghadap di

persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id . ) ) ) )
dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak

ingin  mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka
berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diperiksa dan
diputus tanpa hadimya Termohon (verstek), hal ini sesuai pula dengan
pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Al Anwar Juz Il halaman 149 yang
berbunyi sebagai berikut:
agle pSadl il 5 5 ool Flaw Slan s a3 gh dg il s Jluiaa] ka3
Artinya: “Apabila (Termohon) berhalangan hadir karena bersembunyi atau
enggan, maka Hakim boleh mendengar permohonan dan memeriksa
bukti-bukti, serta memutus permohonan tersebut”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini
diperiksa dan diputus tanpa hadimya Termohon (verstek), namun
alasan-alasan perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukiti tertulis P.1 s/d P.4, serta 2 (dua) orang saksi,
masing-masing bemama Guntur Roy Saputra bin Alex Barakaw dan
Arifiyanto bin Hasyim Haryanto;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk, dan
bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang
berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan
aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai
pembuktian yang sempuma dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo. Pasal
1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, dan
bukti P.4 berupa fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi, yang dikeluarkan
oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok
dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai

nilai pembuktian yang sempuma dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. Jo.
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Pasal 1888 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat

bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon tersebut,
dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselishan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah
berpisah tempat tinggal selama 5 tahun, dan sejak itu antara keduanya sudah
tidak pernah saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas,
didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan
keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi
tersebut adalah keluarga dan orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal
170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR. juncto Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon di atas dipandang telah memenuhi syarat
formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan
dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan
oleh Pemohon, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

— Bahwa hubungan antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah, (bakda dukhul), dan sudah dikaruniai 4 ( Empat ) orang anak yang
bernama Agnes Vionaneva Wijasa, Brilliant Cavinson Wijasa, Gabriela
Wijasa, dan Jordan Wijasa;

— Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis lagi,
diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus;

— Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah
tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hingga sekarang berlangsung
selama 5 tahun;

— Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Pemohon dan Termohon tidak
pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah
tangga;

— Bahwa Pemohon didalam persidangan menunjukkan sikap
sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan

Termohon;
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— Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan

Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Pemohon menuntut agar diberi
izin  untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon, akan
dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam kehidupan
rumah tangganya selalu berselisih dan bertengkar terus menerus, keadaan
rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian disimpulkan sebagai
suatu rumah tangga yang sudah pecabh;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangganya yang sudah pecah tersebut,
terbukti Pemohon dan Termohon tidak dapat melaksanakan hak dan
kewajibannya sebagai suami isteri, maka berarti Pemohon dan Termohon telah
gagal membentuk keluarga dalam suatu mumah tangga yang bahagia
sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu mengingat:

-Hadits Nabi Muhammad SAW
P T
Artinya: “Tidak boleh membuat penderitaan bagi diri sendiri dan tidak boleh
membuat penderitaan bagi orang lain”
-Al Qur'an surat Al Bagarah 229 yang berbunyi

Ol oypend gl 2928 Hlasls Ol B

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali maka setelah itu boleh rujuk
dengan cara yang ma'ruf atau cerai dengan cara yang baik*;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor
534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 juga ditemukan suatu kaidah hukum
bahwa dalam perceraian yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri,
apakah masih dapat dipertahankan atau tidak tanpa mempersoalkan apa dan
siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga
tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan a quo,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian bagi Pemohon dan
Termohon adalah merupakan jalan yang lebih baik dari pada tetap
mempertahankan rumah tangganya, sebab rumah tangga yang sudah pecah
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apabila tetap dipertahankan, maka akan lebih banyak menimbulkan

penderitaan-penderitaan dari pada kemaslahatan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon dipandang telah
memenuhi alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ditentukan Pasal
19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal
116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai,
maka sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh
Pemohon terhadap Termohon adalah talak raj'i;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, karena dalil
permohonan a quo Pemohon telah terbukti dan tidak melawan hukum, maka
petitum angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan hukum syar'i dan pasal-pasal perundang-undangan
yang berlaku yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut
untuk menghadap sidang, tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (Penggugat) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (Tergugat) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Gresik;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp. 535.000,00 (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 masehi, bertepatan dengan
tanggal 13 Rajab 1443 hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk
umum pada hari itu juga oleh SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H. sebagai Ketua
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Majelis, FITRIAH AZIZ, S.H. dan M.KAMARUDDIN AMRI, S.H. masing-masing

sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh HARNO, S.H. sebagai Panitera

Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

FITRIAH AZIZ, S.H. SRIWINATY LAIYA, S.Ag.,M.H.

M.KAMARUDDIN AMRI, S.H.

Panitera Pengganti,

HARNO, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran Rp 30.000,00
Proses Rp 75.000,00
Panggilan Rp 390.000,00
PNBP Panggilan Rp 20.000,00
Redaksi Rp 10.000,00
Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 535.000,00

(lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
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